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h. koperasi. 

(6) Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/Negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, antara lain: 

a. Persatuan/Perhimpunan Aparatur Sipil Negara/ anggota Tentara 

Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

b. Persatuan/Perhimpunan istri Aparatur Sipil Negara/ anggota 

Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia; 

c. Unit Kegiatan Penunjang Lainnya. 

BagianKedua 

Jangka Waktu Sewa 

Pasal 40 

{l) Jangka waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun 

sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang. 

(2) J angka waktu sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk: 

a. kerja sama infrastruktur; 

b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu 

sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau 

c . ditentukan lain dalam Undang-Undang. 

(3) Jangka waktu sewa barang milik daerah untuk kegiatan dengan 

karakteristik usaha yang memerlukan lebih dari 5 (lima) tahun 

sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf b dilakukan berdasarkan 

perhitungan hasil kajian atas Sewa yang dilakukan oleh pihak yang 

berkompeten. 

{4) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung 

berdasarkan periodesitas Sewa yang dikelompokkan sebagai berikut: 

a. per tahun; 

b. per bulan; 

c. per hari; dan 

d. per jam. 

(5) Jangka waktu sewa barang milik daerah dalam rangka kerja sama 

infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lama 

10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. 



27 

Pasal 41 

Lingkup pemanfaatan barang milik .daerah dalam rangka kerja sama 

infrastruktur dapat dilaksanakan melalui sewa mempedomani ketentuan 

perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 

Formula Tarif/Besaran Sewa 

Pasal 42 

(1) Besaran sewa barang milik daerah dihitung berdasarkan formula tarif 

sewa. 

(2) Formula tarif sewa barang milik daerah ditetapkan Walikota: 

a. untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan 

b. untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau 

bangunan dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang 

milik daerah 

(3) Besaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran nilai 

nominal sewa barang milik daerah yang ditentukan. 

(4) Besaran sewa atas barang milik daerah untuk KSPI sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 51 ayat ( 1) huruf a dan diatur dalam peraturan 

Walikota ini atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang 

memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun · dapat 

mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis 

.r--.. infrastruktur. 

(5} Mempertimbangkan nilai keekonomian, sebagaimana dimaksud pada 

ayat (31 antara lain dengan mempertimbangkan daya beli/kemampuan 

membayar (ability to pay) masyarakat dan/ atau kemauan membayar 

(willingness to pay) masyarakat. 

(6} Formula tarif sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) 

diatur tersendiri dengan Peraturan W alikota. 

Pasal 43 

Formula tarif sewa barang milik daerahmerupakan hasil perkalian dari: 

a. tarif pokok sewa; dan 

b. faktor penyesuai sewa. 



Pasal 44 

( 1) Tarif pokok Sewa barang rnilik daerah sebagairnana dimaksud pada 

Pasal 43 ayat (1) huruf a merupakan nilai wajar atas Sewa. 

(2) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang 

milik daerah berupa : 

a . tanah/bangunan ditentukan berdasarkan basil penilaian dari 

Penilai Pernerintah atau Penilai Publik yang telah ditetapkan oleh 

Walikota. 

b. selain tanah/bangunan ditentukan berdasarkan hasil penilaian 

tim penaksir pada Pengelola Barang/Pen~na Barang dan dapat 

dibantu Penilai. 

(3) Dalarn hal sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, rnaka tarif 

pokok sewa bangunan ditambahkan tarif pokok sewa prasarana 

bangunan 

(4) Dalarn hal bangunan yang disewakan hanya sebagian dari bangunan, 

~ maka luas bangunan adalah sebesar luas lantai dari bagian bangunan 

yang disewakan. 

( 5) Dalam hal pemanfaatan bagian bangunan yang disewakan memiliki 

dampak terhadap bagian bangunan yang lainnya, maka luas bangunan 

dapat ditambahkan jumlah tertentu dari luas bangunan yang diyakini 

terkena dampak dari pemanfaatan tersebut. 

Pasal 45 

(1) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b 

meliputi: 

a. 

b. 

jenis kegiatan usaha penyewa; 

bentuk kelembagaan penyewa; dan 

c. periodesitas sewa. 

(2) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 

dalam persentase. 

Bagi.an Keempat 

Jenis Kegiatan Usaha Penyewa 

Pasal 46 

Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaim.ana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) 

huruf a dikelompokkan atas: 
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a. kegiatan bisnis; 

b. kegiatan non bisnis; dan 

c. kegiatan sosial. 

Pasal 47 

(1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf 

a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari 

keuntungan, antara lain: 

a . perdagangan; 

b. jasa; dan 

c . industri. 

(2) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 

huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang 

atau jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain: 

(3) 

a. pelayanan kepentingan umum. yang memungut biaya dalam 

jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil 

maupun immateril; 

b. penyelenggaraan pendidikan nasional; 

c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang 

diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna 

Barang; dan 

d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis. 

Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf 

c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas 

barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari 

keuntungan, antara lain: 

a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya 

dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan; 

b. kegiatan sosial; 

c. kegiatan keagamaan; 

d. kegiatan kemanusiaan; 

e . kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan 

f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial. 
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Bagian Kelima 

Perjanjian Sewa 

Pasal 48 

(1) Penyewaan barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian sewa yang 

ditandatangani oleh penyewa dan: 

a. Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola 

Barang; dan 

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada 

Pengguna Barang. 

(2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 

memuat: 

a . 

b. 

C. 

d. 

e. 

f. 

dasar perjanjian; 

para pihak yang terikat dalam perjanjian; 

jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu; 

besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periodesita.s sewa; 

tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan 

selama jangka waktu sewa; 

peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan 

kategori bentuk kelembagaan penyewa; 

g. hak dan kewajiban para pihak; dan 

h. hal lain yang dianggap perlu. 

(3) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang

undangan. 

(4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa 

ditanggung penyewa. 

(5) Fotokopi perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan 

Barang Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 

ditandatanganinya perjanjian sewa. 

Pasal 49 

( 1) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat 

( 1) huruf a, didelegasikan kewenangannya kepada Pengelola Barang. 

(2) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat 

(1) huruf b , didelegasikan kewenangannya kepada Pengguna Barang 
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Bagian Keenam 

Pembayaran Sewa 

Pasal 50 

(1) Hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan daerah dan 

seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. 

(2) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus dan/ atau pembayaran 

sewa tahun pertama untuk pembayaran sewa bertahap, sebelum 

ditandatanganinya perjanjian sewa. 

(3) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan 

dengan cara pembayaran secara non tunai pada : 

a. Rekening Bendahara Penerimaaan SKPD Badan Pendapatan 

Keuangan dan Aset Daerah untuk Barang Milik Daerah pada 

Pengelola Barang. 

b. Rekening Bendahara Penerimaaan SKPD Pengguna Barang untuk 

Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang. 

(4) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 

(3) dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu 

dokumen pada lampiran yangmenjadi bagian tidak terpisahkan dari 

perjanjian sewa. 

(1) 

Pasal 51 

Penyetoran uang sewa barang milik daerah dapat dilakukan secara 

bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang untuk: 

a. sewa barang milik daerah untuk KSPI, dan/ atau 

b. sewa barang milik daerah dengan karateristik/ sifat khusus. 

(2) Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

wajib dilaporkan kepada Walikota. 

(3) Penyetoran uang sewa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) dituangkan dalam perjanjian Sewa. 

(4) Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara bertahap 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan 

memperhitungkan nilai sekarang dari setiap tahap pembayaran 

berdasarkan besaran sewa barang milik daerah. 

(5) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat meminta 

masukan dari Penilai. 
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(6) Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara bertahap 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per tahun. 

(7) Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara bertahap 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dilakukan sepanjang penyewa 

tidak memiliki kemampuan yang cukup dari aspek finansial untuk 

membayar secara sekaligus dibuktikan dengan surat pemyataan. 

(8) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani 

oleh penyewa yang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai 

ketidakmampuan tersebut dan pemyataan tanggung jawab untuk 

membayar lunas secara bertahap. 

Bagian Ketujuh 

Perpanjangan Jangka Waktu Sewa 

Pasal 52 

(1) Jangka waktu sewa barang milik daerah dapat diperpanjang dengan 

persetujuan: 

a. W alikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola 

Barang; dan 

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada 

Pengguna Barang. 

(2) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu 

sewa kepada: 

a. W alikota, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang; dan 

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada Pengguna 

Barang. 

(3) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan ketentuan: 

a. untuk jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun, permohonan 

perpanjangan harus disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan 

sebelum berakhimya jangka waktu sewa; 

b. untuk jangka waktu sewa per tahun, permohonan harus 

disampaikan paling lambat 3 · (tiga) bulan sebelum berakhirnya 

jangka waktu sewa; 

c. untuk jangka waktu sewa per bulan, permohonan harus 

disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya 

jangka waktu sewa; 
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d. untuk periodesitas sewa per hari atau per jam, permohonan harus 

disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa. 

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b 

diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan 

sewa pertama kali. 

(5) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu sewa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan 

dengan mekanisme sebagaimana pengajuan usulan sewa baru. 

(6) Penetapan jangka waktu dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 40 ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan: 

a . karakteristik jenis infrastruktur; 

b. kebutuhan penyediaan infrastruktur; 

c. ketentuan untuk masing-masing jenis infrastruktur dalam 

peraturan perundang-undangan; dan 

d . pertimbangan lain dari Walikota. 

Bagian Kedelapan 

Pengakhiran Sewa 

Pasal 53 

( 1) Sewa berakhir apabila: 

a. Berakhirnya jangka waktu sewa; 

b. Berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti 

dengan pencabutan persetujuan sewa oleh Walikota atau 

Pengelola Barang; 

c . Walikota atau Pengelola Barang mencabut persetujuan sewa 

dalam rangka pengawasan dan pengendalian; dan 

d. Ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengakhiran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat 

dilakukan dalam hal penyewa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

tertuang dalam perjanjian Sewa. 

(3) Pengakhiran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan 

oleh Walikota dan/atau Pengelola Barang secara tertulis tanpa melalui 

pengadilan, · $etelah terlebih dahulu diberikan 

peringatan/pemberitahuan tertulis kepada penyewa. 
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Pasal 54 

( 1) Penyewa wajib menyerahkan barang milik daerah pada saat berakhirnya 

sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesu ai 

fungsi dan peruntukannya. 

(2) Penyerahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). 

(3) Pengelola Barang/Pengguna Barang harus melakukan pengecekan 

barang milik daerah yang disewakan sebelum ditandatanganinya Berita 

Acara Serah Terima (BAST) guna memastikan kelayakan kondisi barang 

milik daerah bersangkutan. 

(4) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah semua kewajiban penyewa 

~ dipenuhi. 

(5) Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani antara pihak penyewa 

dengan: 

a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada Pengelola 

Barang. 

b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah pada Pengelola 

Barang. 

(6) Fotokopi Berita Acara Serah Terima {BAST) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pejabat 

Penatausahaan Barang Daerah palmg lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung 

sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST). 

Bagian Kesembilan 

Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengelola Barang 

Pasal 55 

(1) Calon Penyewa mengajukan surat permohonan disertai dengan dokumen 

pendukung. 

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , memuat: 

a. data calon penyewa; 

b. latar belakang permohonan; 

c. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas Sewa; dan 

d. peruntukan Sewa. 

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
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a. Pemyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan 

pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon 

penyewa berbentuk hukum/badan usaha; 

b. Pemyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan 

memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang 

berlaku selama jangka waktu sewa; dan 

c. data barang milik daerahyang diajukan untuk dilakukan sewa. 

Pasal 56 

( 1) Data calon penyewa sebagaimana dimal<;sud dalam Pasal 55 ayat (2) 

huruf a terdiri dari: 

a. fotokopi KTP; 

b. Fotokopi NPWP; 

c. fotokopi SIUP; dan 

d. data lainnya. 

(2) Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa hanya 

dibuktikan dengan fotokopi KTP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

huruf a. 

(3) Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 

(3) huruf c terdiri dari: 

a. foto atau gambar barang milik daerah, berupa: 

b. 

C. 

1) gambar lokasi dan/atau site plan tanah dan/atau bangunan 

yang akan disewa; dan 

2) foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewa. 

alamat objek yang akan disewakan; dan/atau 

perkiraan luas tanah dan/ atau bangunan yang akan disewakan. 

Pasal 57 

( 1) Pengelola Harang melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan 

dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 untuk 

menguji atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon 

penyewa. 

(2) Dalam melakukan penelitian terhadap barang yang akan disewa 

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf c, Pengelola 

Harang dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang 

menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan 

yang diajukan untuk disewakan. 
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(3) Pengelola Barang menugaskan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik 

untuk melakukan penilaian objek sewa guna mernperoleh nilai wajar 

barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan 

disewakan. 

(4) Penilai publik sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh 

Walikota. 

(5) Hasil penilaian berupa nilai wajar sebagairnana dimaksud pada ayat (3) 

diperlakukan sebagai tarif pokok sewa. 

(6) Hasil penilaian sebagaimana dirnaksud pada ayat (5) digunakan oleh 

Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan perhitungan besaran sewa. 

(7) Seluruh biaya yang timbul dalarn rangka penilaian dibebankan pada 

APBD. 

(8) Dalarn hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalarn 

waktu yang bersarnaan, Pengelola Barang rnenentukan penyewa dengan 

didasarkan pada pertirnbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan 

barang milik daerah serta usulan sewa yang paling rnenguntungkan 

pernerintah daerah. 

(9) Berdasarkan basil penelitian sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), 

Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan sewa barang milik 

daerah kepada W alikota untuk mendapat persetujuan. 

Pasal 58 

I', ( 1) W alikota memberikan persetujuan atas permohonan Sewa yang diajukan 

dengan mempertimbangkan basil penelitian dan kajian kelayakan 

penyewaan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (9). 

(2) Apabila Walikota tidak menyetujui permohonan tersebut, Walikota 

menerbitkan surat penolakan kepada pihak yang mengajukan 

permintaan sewa dengan disertai alasan. 

(3) Apabila Walikota menyetujui permohonan tersebut, Walikota 

menerbitkan surat persetujuan penyewaan barang milik daerah berupa 

tanah dan/ atau bangunan. 

(4) Surat persetujuan penyewaan barang milik daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang

kurangnya memuat: 

d. data barang milik daerah yang akan disewakan; 

e. data penyewa; 
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f. data sewa, antara lain: 

1) besaran tarif sewa; dan 

2) jangka waktu. 

( 5) Besaran sewa yang clicantumkan dalam surat persetujuan sewa barang 

milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan merupakan nilai hasil 

perhitungan berdasarkan formula tarif sewa. 

(6) Dalam hal terdapat usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa 

dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan berdasarkan 

formula tarif sewa, besaran sewa yang dicantumkan dalam surat 

persetujuan sewa adalah sebesar usulan besaran sewa dari calon 

penyewa. 

Bagi.an Kesepuluh 

Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengguna Barang 

Pasal 59 

Pengguna Barang dapat membentuk Tim dalam rangka pemanfaatan sewa 

untuk mempersiapkan usulan sewa. 

Pasal60 

( 1) Pengajuan permohonan sewa oleh cal on penyewa sebagairnana 

dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 berlaku mutatis mutandis 

terhadap pengajuan permohonan sewa oleh calon penyewa pada 

Pengguna Barang. 

(2) Pengguna Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan 

permohonan sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1 ). 

(3) Pengguna Barang melakukan penilaian terhadap barang milik daerah 

berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau 

bangunan yang akan disewakan. 

(4) Penilaian sebagairnana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh: 

a. Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh 

Walikota, untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan. 

b. Tim yang ditetapkan oleh Walikota dan dapat melibatkan penilai 

yang ditetapkan oleh Walikota, untuk barang milik daerah berupa 

selain tanah dan/atau bangunan. 
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(5) Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan hasil penilaian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pengguna Barang mengajukan 

usulan permohonan sewa barang milik daerah kepada Pengelola Barang 

untuk mendapat persetujuan. 

Pasal 61 

(1) Usulan permohonan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat 

(5) disertai: 

a. data barang milik daerah yang diusulkan; 

b. usulanjangka waktu sewa; 

c. usulan nilai sewa berdasarkan formulasi tarif/besaran sewa; 

d. surat pernyataan dari Pengguna Barang; dan 

,~ e. surat pemyataan dari calon penyewa. 

(2) Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1) bukan berdasarkan 

permohonan dari calon penyewa, maka usulan sewa kepada Pengelola 

Barang tidak perlu disertai surat pernyataan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e. 

Pasal 62 

(1) Surat pemyataan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

61 ayat ( 1) huruf d, menyatakan bahwa: 

a. Barang milik daerah yang akan disewakan tidak sedang 

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi 

SKPD/unit kerja; dan 

b. penyewaan barang milik daerah tidak akan mengganggu 

pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/unit kerja. 

(2) Surat pemyataan calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 

ayat (1) huruf e, menyatakan bahwa calon penyewa bersedia untuk 

menjaga dan memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan 

yang berlaku selama jangka waktu sewa. 

Pasal 63 

( 1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan yang 

diusulkan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 

ayat (5). 
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(2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Pengelola Barang dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang 

yang mengajukan sewa. 

(3) Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian 

guna menghitung nilai wajar atas nilai sewa pasar apabila Pengelola 

Barang memiliki keyakinan yang memadai bahwa: 

a. luas tanah dan/atau bangunan yang disewakan tidak 

mencerminkan kondisi peruntukan sewa; atau 

b. estimasi perhitungan tarif dasar sewa dengan menggunakan 

formula sewa dianggap sangat jauh berbeda dengan kondisi pasar. 

(3) Basil penilaian berupa nilai wajar atas nilai sewa pasar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diperlakukan sebagai tarif pokok sewa dalam 

penghitungan besaran sewa. 

(4) Dalam hal yang diusulkan untuk disewakan merupakan barang milik 

daerah berupa selain tanah dan/ atau bangunan, Pengelola Barang 

melakukan penelitian atas besaran sewa yang diusulkan oleh Pengguna 

Barang. 

(5) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 

dengan berpedoman pada standar penilaian dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(6) · Basil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan oleh 

(7) 

Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan perhitungan besaran sewa. 

Seluruh biaya yang timbul dalam rangka Penilaian dibebankan pada 

APBD. 

Pasal 64 

(1) Pengelola Barang memberikan surat persetujuan atas permohonan sewa 

yang diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 

ayat (5), dengan mempertimbangkan hasil penelitian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 63 ayat ( 1) dan kajian kelayakan penyewaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (7). 

(2) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Pengguna Barang menindaklanjuti dengan melanjutkan tahapan proses 

pelaksanaan sewa. 
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Pasal 65 

(1) Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan sewa yang 

diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat 

(5), Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan 

permintaan sewa dengan disertai alasan. 

(2) Apabila Pengelola Barang menyetujui permohonan sewa yang diajukan 

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5), 

Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penyewaan barang 

milik daerah. 

(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 

memuat: 

a. data barang milik daerahyang akan disewakan; 

b . data penyewa; 

c. data sewa, antara lain: 

1) besaran tarif sewa; dan 

2) jangka waktu, termasuk periodesitas sewa. 

(4) Apabila usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidak disertai 

(5) 

(6) 

data calon penyewa, maka persetujuan sewa tidak perlu disertai data 

calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b. 

Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa barang 

milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan merupakan nilai hasil 

perhitungan berdasarkan formula tarif sewa. 

Apabila usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan/ atau 

Pengguna Barang lebih besar dari hasil perhitungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5), maka besaran sewa yang dicantumkan dalam 

surat persetujuan sewa untuk barang milik daerah berupa sebagian 

tanah dan/atau bangunan adalah sebesar usulan besaran sewa dari 

calon penyewa dan/ atau Pengguna Barang. 

(7) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa barang 

milik daerahberupaselain tanah dan/ atau bangunan berdasarkan nilai 

sewa. 

Pasal 66 

(1) Pengguna Barang melaksanakan sewa berdasarkan persetujuan 

Pengelola Barang sebagaimana dimaksud da1am Pasal 64 ayat (1) paling 

lambat 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya persetujuan sewa oleh 

Pengelola Barang. 
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(2) Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidak 

disertai data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat 

(4), Pengguna Barang mengupayak:an agar informasi mengenai 

pelak:sanaan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat diperoleh 

dengan mudah dan jelas oleh para calon penyewa. 

(3) Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam 

waktu yang bersamaan, Pengguna Barang menentukan penyewa dengan 

mempertimbangkan aspek pengamanan dan pemeliharaan barang milik 

daerah serta pertimbangan usulan sewa yang dianggap paling 

menguntungkan. 

Bagian Kesebelas 

Pemeliharaan Sewa 

Pasal 67 

( 1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas barang milik daerah yang 

disewa. 

(2) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimak:sud pada ayat (1) 

termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan barang 

milik daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa. 

(3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk 

menjaga kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan 

baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. 

(4) Perbaikan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

harus sudah selesai dilak:sanakan paling lam.bat pada saat berak:hirnya 

jangka waktu sewa. 

(5) Dalam hal barang milik daerahyang disewa rusak akibat keadaan kahar 

(force majeur), perbaikan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh 

Pengelola Barang/Pengguna Barang dan Penyewa. 

Bagian Kedua Belas 

Perubahan Bentuk Barang Milik Daerah 

Pasal 68 

( 1) Perubahan bentuk barang milik daerahdilakukan dengan persetujuan: 

a. Walikota, untuk barang milik daerahyang berada pada Pengelola 

Barang; dan 
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b. Pengelola barang, untuk barang milik daerah yang berada pada 

Pengguna Barang. 

(2) Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan. 

(3) Dalam hal perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan adanya penambahan, bagian 

yang ditambahkan menjadi barang milik daerah dan disertakan dalam 

Berita Acara Serah Terima (BAST) pada saat berakhirnya jangka waktu 

sewa. 

Bagian Ketiga Belas 

Ganti Rugi 

Pasal 69 

Dalam hal barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang 

disewakan hilang selama jangka waktu sewa, penyewa wajib melakukan ganti 

rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keempat Belas 

Denda Sanksi 

Pasal 70 

Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran apabila: 

a. penyewa belum menyerahkan barang milik daerah yang disewa pada 

saat berakhirnya jangka waktu sewa; 

b. perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) belum 

dilakukan atau diperkirakan belum selesai menjelang berakhimya 

jangka waktu sewa; dan/atau 

c. penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 belum selesai 

dilaksanakan paling lambat sebelum berakhimya jangka waktu sewa. 

Pasal 71 

{l) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian barang milik 

daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu} bulan sejak diterbitkannya 

surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, penyewa 

dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan. 
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(2) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian barang milik 

daerahbelum dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat 

peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyewa dikenakan 

sanksi administratif berupa denda, sebagaimana ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

BABV 

KSP 

Bagian Kesatu 

Prinsip Umum 

Pasal 72 

KSP barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka: 

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; 

dan/atau 

b. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. 

Pasal 73 

(1) KSP atas barang milik daerah dilaksanakan apabila tidak tersedia atau 

tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya 

operasional, pemeliharaan, dan/ atau perbaikari yang diperlukan 

r', terhadap barang milik daerah yang dikerjasamakan. 

(2) Mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk barang milik 

daerahyang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung. 

(3) Barang milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) memiliki karakteristik: 

a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti 

bandara udara, pelabuhan laut, kilang, instalasi listrik, dan 

bendungan/waduk; 

c. barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan 

perjanjian hubungan bilateral antar negara; atau 

d. barang lain yang ditetapkan Walikota. 
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(4) Penunjukan langsung mitra KSP atas barang milik daerah yang bersifat 

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelola 

Barang atau Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik 

Negara/Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka 

waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan menyetor pembagian 

keuntungan hasil KSP ke rekening Kas Umum Daerah. 

(6) Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) yang merupakan bagian pemerintah daerah, 

harus memperhatikan perbandingan nilai barang milik daerah yang 

dijadikan objek KSP dan manfaat lain yang diterima pemerintah daerah 

dengan nilai investasi mitra dalam KSP. 

Pasal 74 

(1) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang menjaminkan 

atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek KSP. 

(2) Biaya persiapan KSP yang _dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna 

Barang sampai dengan penunjukan mitra KSP dibebankan pada APBD. 

(3) Biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya mitra KSP dan 

biaya pelaksanaan KSP menjadi beban mitra KSP. 

(4) Cicilan pokok dan biaya yang timbul atas pinjaman mitra KSP, 

dibebankan pada mitra KSP dan tidak diperhitungkan dalam pembagian 

keuntungan. 

(5) Pengawasan atas pelaksanaan KSP oleh mitra KSP dilakukan oleh: 

a . Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada Pengelola 

Barang; dan 

b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah pada Pengguna 

Barang. 

Bagian Kedua 

Pihak Pelaksana KSP 

Pasal 75 

( 1) Pihak yang dapat melaksanakan KSP adalah: 

a. Pengelola Barang dengan persetujuan Walikota, untuk barang 

milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau 
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b. Pengguna Barang dengan _persetujuan Pengelola Barang, untuk 

barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. 

(2) Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

hurufb setelah mendapat pertimbangan dari Walikota. 

(3) Pihak yang dapat rnenjadi rnitra KSP barang milik daerah meliputi: 

(1) 

a. Badan Usaha Milik Negara; 

b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau 

c. Swasta, kecuali perorangan. 

Bagian Ketiga 

ObjekKSP 

Pasal 76 

Objek KSP meliputi barang milik daerah berupa: 

a. tanah dan/atau bangunan; dan 

b. selain tanah dan/atau bangunan, yang berada pada Pengelola 

Barang /Pengguna Barang. 

(2) Objek KSP barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk 

sebagian atau keseluruhannya. 

Bagian Keernpat 

Hasil KSP 

Pasal 77 

(1) Hasil KSP dapat berupa tanah, gedung, bangunan, serta sarana dan 

fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP. 

(2) Sarana dan fasilitas hasil KSPsebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 

antara lain: 

a. peralatan dan mesin; 

b. jalan, irigasi, dan jaringan; 

c. aset tetap lainnya; dan 

d. aset lainnya. 

(3) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari 

pelaksanaan KSP. 
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(4) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi barang milik 

daerahsejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian 

atau pada saat berakhimya perjanjian. 

Pasal 78 

(1) Hasil KSP barang m.ilik daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur 

terdiri atas: 

a. penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu 

KSP barang milik daerah; dan 

b. infrastruktur beserta fasilitasnya hasil KSP barang milik daerah. 

(2) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

atas: 

a. kontribusi tetap; dari. 

b. pembagian keuntungan. 

Pasal 79 

(1) Dalam pelaksanaan KSP, mitra KSP dapat melakukan perubahan 

dan/atau penambahan hasil KSP. 

(2) Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan cara addendum perjanjian. 

(3) Addendum perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditujukan untuk menghitung kembali besaran kontribusi tetap dan 

pembagian keuntungan. 

(4) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil 

perhitungan. 

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan: 

a. Walikota, untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan; atau 

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah selain tanah 

dan / a tau bangunan. 

(6) Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP dilakukan setelah 

memperoleh persetujuan W alikota. 
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Bagian Kelima 

Jangka Waktu KSP 

Pasal 80 

(1) Jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian 

ditandatangani dan dapat diperpanjang. 

(2) Dalam hal KSP atas barang milik daerah dilakukan untuk penyediaan 

infrastruktur, jangka waktu KSP paling lama 50 (lima puluh) tahun 

sejak perjanjian KSP ditandatangani dan dapat diperpanjang. 

Pasal 81 

(1) Perpanjangan jangka waktu dilakukan oleh mitra KSP dengan cara 

r\ mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP 

paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu berakhir. 

(2) Perpanjangan jangka waktu dilaksanakan dengan pertimbangan: 

a. sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi 

penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan 

b. selama pelaksanaan KSP terdahulu, mitra KSP mematuhi 

peraturan dan perjanjian KSP. 

Bagian Keenam 

Perjanjian KSP 

Pasal 82 

(1) Pelaksanaan KSP dituangkan dalam perjanjian KSP antara Walikota 

atau Pengelola Barang dengan mitra KSP setelah diterbitkan keputusan 

pelaksanaan KSP oleh W alikota. 

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh 

mitra KSP dan: 

a. W alikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola 

Barang; atau 

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada 

Pengguna Barang. 

(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. dasar perjanjian; 

b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanj ian; 

c . objek KSP; 
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d. hasil KSP berupa barang, jika ada; 

e. peruntukan KSP; 

f. jangka waktu KSP; 

g. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta 

mekanisme pembayarannya; 

h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; 

i. ketentuan mengenai berakhirnya KSP; 

j. sanksi; dan 

k. penyelesaian perselisihan. 

(4) Perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dituangkan dalam 

bentuk Akta Notaris. 

(5) Penandatanganan perjanjian KSP dilakukan setelah mitra KSP 

menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama 

kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang. 

(6) Bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) merupakan salah satu dokumen pada lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian KSP. 

Bagian Ketujuh 

Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan 

Pasal 83 

( 1) Mitra KSP wajib menyetorkan: 

/', a. kontribusi tetap; dan 

b. pembagian keuntungan KSP. 

(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan setiap tahun 

selama jangka waktu KSP. 

(3) Kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan 

pembagian keuntungan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b, merupakan penerimaan daerah. 

(4) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota. 

(5) Dalam KSP barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, 

sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa 

bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan 

perencanaan. 
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(6) Sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya yang berupa 

bangunan beserta fasilitasnya sebagaimana dimaksud ayat (5) bukan 

merupakan objek KSP. 

Pasal 84 

(1) Besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari 

kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 83 ayat (5) paling banyak 10% (sepuluh persen) 

dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan 

selama masa KSP. 

(2) 

(3) 

Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan 

pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan barang 

milik daerah. 

Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP 

barang milik daerahberupa tanah dan/atau bangunan dan sebagian 

tanah dan/ atau bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang 

dibentuk oleh Walikota, berdasarkan dan/atau mempertimbangkan 

hasil penilaian. 

(4) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP 

barang milik daerahberupa selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan 

dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Pengelola Barang, 

berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian. 

t'>. Pasal 85 

(1) Perhitungan kontribusi tetap merupakan hasil perkalian dari: 

a. besaran persentase kontribusi tetap; dan 

b. nilai wajar barang milik daerahyang menjadi objek KSP. 

(2) Besaran persentase kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a ditentukan oleh Walikota dari hasil perhitungan Tim 

berdasarkan dan/ atau mempertimbangkan hasil penilaian. 

(3} Nilai wajar barang milik daerahdalam rangka KSP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan: 

a . hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang 

ditetapkan oleh W alikota, untuk barang milik daerah berupa 

tanah dan/ atau bangunan; 
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b. hasil penilaian oleh Tim yang ditetapkan oleh Walikota dan dapat 

melibatkan Penilai yang ditetapkan Walikota, untuk barang milik 

daerah selain tanah dan/atau bangunan. 

(4) Apabila terdapat nilai barang milik daerah yang berbeda dengan nilai 

wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a , 

dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah digunakan nilai wajar 

hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a. 

Pasal 86 

(1) Besaran persentase kontribusi tetap pelaksanaan KSP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a meningkat setiap tahun, yang 

dihitung berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama dengan 

0 memperhatikan estimasi tingkat inflasi. 

(2) Besaran peningkatan persentase kontribusi tetap sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan KSP 

dan dituangkan dalam perjanjian KSP. 

Pasal 87 

( 1) Perhitungan pembagian keuntungan dilakukan dengan 

mempertimbangkan: 

a . nilai investasi pemerintah daerah; 

b. nilai investasi mitra KSP; dan 

c. risiko yang ditanggung mitra KSP. 

(2) Perhitungan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1} ditentukan oleb Walikota dari basil perbitungan Tim berdasarkan 

dan/ atau mempertimbangkan basil penilaian. 

(3) Besaran nilai investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a didasarkan pada nilai wajar barang milik daerah yang 

menjadi objek KSP. 

(4) Besaran nilai investasi mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b didasarkan pada estimasi investasi dalam proposal KSP. 

Pasal 88 

( 1) Besaran pembagian keuntungan dapat ditinjau kembali oleh W alikota 

dalam hal realisasi investasi yang dikeluarkan oleh mitra KSP lebih 

rendah dari estimasi investasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian. 


